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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  83 TAHUN 2013 

TENTANG 
SERTIFIKAT KOMPETENSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang Sertifikat Kompetensi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 141); 

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 
Tahun 2013; 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P 
Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet 
Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P 
Tahun 2013; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG SERTIFIKAT KOMPETENSI. 

Pasal 1 
(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi kerja atas 

prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya 
dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. 

(2) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama 
dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi 
yang terakreditasi. 

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan 
oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi yang sesuai 
dengan bidang ilmu dari kompetensi yang akan disertifikasi. 

(4) Uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan 
organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi. 

Pasal 2 
(1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) harus 

terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memiliki 

izin yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi setelah 
melalui proses seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

Pasal 3 

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) harus 
memenuhi persyaratan: 

a. berbadan hukum; 
b. berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat luas; 

c. memiliki kode etik profesi;  

d. telah beroperasi dan memiliki anggota aktif; dan 
e. mempunyai kredibilitas nasional atau internasional yang diakui oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 
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